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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1.   Latar Belakang 
 

Dalam rangka pelaksanaan amanat tentang Undang-undang nomor 
 

25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  telah 

mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun 

Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) 

tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan  

yang  dituangkan  dalam  Renstra  OPD  ke  dalam  perencanaan tahunan yang 

sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(RENJA - OPD) adalah merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 

(satu) tahun. 

Dokumen  Renja  OPD  pada  dasarnya  merupakan  suatu  proses 
 

pemikiran startegis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan 

mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Sebagai sebuah 

dokumen resmi  OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan strategis yaitu 

menjembatani antara perencanaan pada  OPD dengan Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana 

Strategis Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD yang menjadi 

satu kesatuan untuk mendukung visi dan misi 

Daerah. 
 

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada 

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena 

itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel 

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan 

pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi 

pelaksanaan Renja OPD tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap 

pencapaian Renstra OPD. Selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD 

untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan 

kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan yang pada akhirnya 

akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD OPD yang bersangkutan. 

 

1.2.   Landasan Hukum 

 

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RENJA – OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ; 
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2. Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Keuangan 

Negara ; 

3. Undang-Undang   No.   25   Tahun   2004   Tentang   Sistem   Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 

5. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 

6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ; 

7. Peraturan pemerintah  Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah ; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. 

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Komunikasi dan Informatika;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 

Nomor 17/P/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

10. Perda Kabupaten Nomor 1 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten 

Lumajang Tahun 2015-2019. 

11. Peraturan  Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi,Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Komunikasi dan Komunikasi. 

12. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019. 

1.3.   Maksud dan Tujuan 
 

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

dimaksudkan sebagai bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada 

Tahun 2019 pada Dinas Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan misi 

dan tujuan dalam rangka  perwujudan kepemerintahan yang baik (good 

governance). Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi 

dan Informatika adalah sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan 

Informatika dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya  dalam kurun 

waktu  Tahun Anggaran 2019. 
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1.4.   Sistematika Renja - OPD 
 

Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Organisasi Perangkat 

Daerah (Renja–OPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang 

Tahun 2018 adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 
 

1.1.    Latar Belakang 
 

1.2.    Landasan Hukum 
 

1.3.    Maksud dan Tujuan 
 

1.4.    Sistematika Penulisan 
 
 
 

BAB II PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2019 
 

2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 
 

2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan OPD 
 

2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 
 

2.4.    Review terhadap Rancangan Awal RKPD 
 

2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 
 

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 
 

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah Terpilih. 

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

3.3 Program dan Kegiatan 

BAB IV PENUTUP



 

 

BAB II 
 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 
 
 
 

2.1. Evaluasi Capaian Program Tahun Lalu (2018)  
 

Dinas  Komunikasi  dan  informatika  Kabupaten  Lumajang 

merupakan OPD baru yang disahkan melalui Perda No. 72 tahun 2016 

yang sebelumnya merupakan Bagian Humas Sekretariat Daerah, 

Komunikasi dan Informatika. Pada Tahun Anggaran 2018 Bidang 

Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 5 program dan 16 

kegiatan dengan capaian Kinerja Keuangan sebagai berikut : 

1. Program pengelolaan informasi dan media massa, terdiri dari kegiatan-

kegiatan antara lain : 

1) Pengelolaan radio suara lumajang memiliki nilai realisasi anggaran 

sebesar 97%. 

2) Forum pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), 

memiliki nilai realisasi anggaran 93%. 

3) Kerjasama informasi dan media massa, memiliki nilai realisasi 

anggaran 96%. 

2. Program optimalisasi pengelolaan komunikasi publik, terdiri dari 

kegiatan-kegiatan antara lain : 

1) Workshop SDM Dalam bidang komunikasi dan informasi memiliki 

nilai realisasi anggaran 93%. 

2) Pembinaan Kelompok informasi masyarakat (KIM) memilliki nilai 

realisasi anggaran 66%. 

3) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 

memilliki nilai realisasi anggaran 101%. 

3. Program optimalisasi pengelolaan teknologi informasi dan teknologi 

informasi dan komunikasi, terdiri dari kegiatan-kegiatan antara lain : 

1) Pengembangan website memiliki nilai realisasi anggaran 96%. 

2) Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik memiliki nilai 

realisasi anggaran 96%. 

3) Pembangunan jaringan teknologi informasi memiliki nilai realisasi 

anggaran 99%. 

4) Pengkajian dan pengembangan teknologi informasi memiliki nilai 

realisasi anggaran 99%. 

5) Bimbingan teknis pengelolaan website memiliki nilai realisasi 

anggaran 92%. 

6) Layanan pengadaan secara elektronik memiliki nilai realisasi 

anggaran 80%. 



 

 

7) Bimbingan teknis aplikasi sistem pengadaan secara elektronik 

(SPSE) memiliki nilai realisasi anggaran 59%. 

4. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah, terdiri dari 

kegiatan-kegiatan antara lain : 

1) Pengolahan, updating, dan analisis data statistik daerah memiliki 

nilai realisasi anggaran 89%. 

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan memiliki nilai realisasi anggaran 

67%. 

5. Program pengamanan informasi pemerintahan daerah memiliki 

kegiatan : 

1) Penyelenggaraan persandian daerah memiliki nilai realisasi 

anggaran 61%. 

Adapun capaian program dan kegiatan tahun anggaran 2018 terlampir I . 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD 
 

Berdasarkan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 ,ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator 

kinerja aspek pelayanan umum yaitu : 

1.) Pengembangan Website  

Ruang lingkup Kegiatan Pengembangan Website adalah kegiatan yang 

meliputi pengembangan fitur-fitur layanan website resmi Pemerintah 

Kabupaten Lumajang serta pengelolaan ketersediaan data dan 

informasi yang ditampilkan. Dengan Tujuan Meningkatnya jumlah 

kunjungan masyarakat terhadap website lumajangkab.go.id. 

Kegiatan Pengembangan Website pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam menyerap dan menyebarkan informasi 

yang diterima melalui website resmi Pemkab. Lumajang. Waktu dan 

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Website dilaksanakan mulai 

bulan Januari tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan 

Informatika, Jl. Alun-Alun Utara No. 7 Lumajang. Pelaksana Kegiatan 

adalah Pejabat Struktural sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan 

peserta kegiatan Tim Teknis TIK Dinas Komunikasi dan Informatika dan 

Penyedia barang/jasa. Cara Pelaksanaan Kegiatan : Menyusun dan 

menetapkan SK Tim Pengelola Website, Menyusun dan menetapkan 

SK tenaga teknis TIK dan Belanja Pemeliharaan infrastruktur berupa 

lisensi. Total biaya yang dibutuhkan pada kegiatan Pengembangan 

Website dibebankan pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2018 senilai Rp. 134.925.000. 

persentase  capaian  kinerja  keuangan  kegiatan  ini sebesar 99,27%. 



 

 

2.) Kerjasama Informasi dengan Media Massa. 

Program pengelolaan informasi dan media massa adalah suatu 

program untuk mengupayakan sebuah layanan informasi ditujukan 

untuk masyarakat lumajang. Dinas Komunikasi dan Informatika 

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi, 

informatika, statistik dan persandian. Jumlah OPD dan BUMD : 72. 

yang sudah/aktif melakukan Koordinasi kegiatan : 28 OPD  yang pasif : 

44 OPD. Jumlah Media massa untuk kerjasama publikasi 47 media, 

Jumlah Konten berita yang di informasikan : 400 konten. 

3.) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kegiatan 

Sosialisasi/ Pembinaan PPID ini dilaksanakan dengan ketentuan 

sebagai berikut : Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka, dengan  

mengundang nara sumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika 

Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. 

4.) Kelompok Informasi Masyarakat 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang 

Komunikasi Publik dan Persandian, Seksi Kemitraan Komunikasi Publik 

telah membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Sebagai agen 

informasi yang bisa membantu menyebarluaskan berita-berita dan 

informasi dari pemerintah kepada masyarakat, KIM perlu diberi 

pembinaan, arahan, peningkatan kapasitas, serta sosialisasi program-

program pemerintah Kabupaten Lumajang agar dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsinya KIM dapat bekerja dengan baik dan terarah. 

Kemampuan KIM meningkat dan berkembang di berbagai aspek 

penyebaran informasi seperti bagaimana membuat blog yang baik, 

bagaimana menulis dan mengunggah informasi yang baik. Selain itu  

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang baik bagi KIM 

sebagai mitra Pemerintah dalam penerimaan, pengolahan, dan 

penyebaran informasi kepada masyarakat. KIM diharapkan lebih 

terbekali dan lebih terarah dalam membantu pemerintah untuk 

penyebaran informasi. Selain itu KIM juga akan memeroleh tambahan 

wawasan serta pengetahuan baru tentang informasi kepemerintahan. 

5.) Pengelolaan Media Publik 

Pemerintah ditutut untuk kreatif dan memperbanyak informasi hasil-

hasil pembangunan melalui media luar ruang 

(benner/baliho/vidiotron/anjungan informasi), media sosial/media 

center, majalah, dan sebar serap informasi.   



 

 

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini  adalah kombinasi antara 

swakelola  dan kerjasama dengan pihak ketiga. 

6.) Penyelenggaraan persandian daerah. 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang melalui Bidang 

Komunikasi dan Persandian. Seksi Keamanan Informasi dan 

Persandian yang bisa membantu mengamankan berita – berita, radio 

gram dan informasi dari Pemerintahan yang perlu pengamanan sesuai 

derajat dan klasifikasinya. Serta didukung dengan peralatan atau 

materiel /alat penunjang atau pendukung dalam melaksanakan 

pengamanan informasi dan persandian dalam Pemerintahan.   

Pengawasan Menara telekomunikasi (Tower) dalam rangka 

memperlancar arus komunikasi. 

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 

Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Komunikasi dan Informatika 

menghadapi beberapa hambatan dan tantangan yang merupakan 

permasalahan yang perlu untuk diatasi, permasalahan itu antara lain : 

1. Bentang geografis Kabupaten Lumajang yang luas dan tingkat 

heterogenitas masyarakat. 

2. Masih adanya kesenjangan dalam bidang komunikasi dan informatika 

antara masyarakat yang tinggal di kota dan pedesaan, khususnya 

wilayah blank spot teknologi informasi komunikasi (TIK) dan blank spot 

pancaran sinyal radio. 

3. Masih banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pemanfaatan 

TIK / gagap teknologi (gaptek). 

4. Belum adanya persepsi yang sama terhadap masalah pengelolaan dan 

arti penting komunikasi dan informatika. 

5. Kurang optimalnya ketersediaan data yang mutakhir. 

6. Belum optimalnya sistem persandian yang modern. 

7. Sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang belum 

maksimal pemanfaatannya. 

8. Keterbatasan SDM yang ada di Dinas komunikasi dan informatika. 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD 

Adapun hasil review terhadap RKPD 2019 adalah sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 1.775.180.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 



 

 

Rp. 919.200.280,00 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 2.870.402.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 952.004.420,00 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 28.601.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 9.559.000,00 

4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 3.259.987.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 1.634.663.500,00 

5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 522.900.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 860.000.000,00 

6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 2.413.395.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 594.883.000,00 

7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 1.089.320.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 84.825.000,00 

8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan 



 

 

Komunikasi (TIK) 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 2.126.091.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena ada penambahan anggaran untuk belanja 

infrastruktur daerah (penambahan server,bandwith dan jaringan 

terintegrasi) yaitu sebesar Rp. 4.416.721.800,00 

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

Rancangan awal total dana pada awal usulan kegiatan 

pembangunan adalah sebesar Rp. 476.420.000,00 

Hasil Review dari rancangan kebutuhan OPD jauh berbeda  

dengan RKPD karena memprioritaskan Kebutuhan yaitu sebesar 

Rp. 184.840.000,00 

Adapun Tabel Review Terhadap Rancangan awal RKPD Terlampir 

II. 

 

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Lumajang Tahun 2018, 

Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan usulan progam dan 

kegiatan dari Kecamatan Gucialit yaitu Pengadaan alat studio dan 

komunikasi (pengadaan tower), dan dari Kecamatan Klakah yaitu 

Pembangunan Jaringan Teknologi Informasi. 

  



 

 

BAB III 
 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
 

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

Terpilih 

Pembangun Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023 sebagaimana dirumuskan 

dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dijabarkan sebagaimana berikut. 

A. Visi 

Visi pembangunan daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut : 

”Terwujudnya  Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur 

dan Bermartabat”  

Visi yang hendak diwujudkan Kabupaten Lumajang ini sejalan 

dengan semangat Sasanti Kabupaten Lumajang yaitu “Amreta Brata Wira 

Bhakti”, yang bermakna kebajikan kekal abadi adalah sikap perbuatan 

kesatria yang penuh pengabdian. Dengan demikian, Masyarakat Lumajang 

tidak sekadar menjadi objek dalam pembangunan, lebih dari itu, 

Masyarakat Lumajang menjadi subjek yang secara sadar, ikut serta dalam 

menjadikan Lumajang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat. 

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi 

yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten 

Lumajang dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi dilingkup 

regional, nasional, maupun global. 

B. Misi 

Misi dalam RPJMD ini dimaknai sebagai upaya-upaya umum yang 

hendak dijalankan demi terwujudnya Visi Kabupaten Lumajang 2018-2023. 

Upaya umum ini memiliki keterkaitan dengan pokok visi yang akan dicapai. 

Penjelasan setiap misi dibutuhkan agar upaya umum yang dirumuskan 

dapat lebih menggambarkan penyelasaian isu-isu strategis Kabupaten 

Lumajang. Adapun tiga rumusan misi RPJMD Kabupaten Lumajang 2018-

2023 adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis 

pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata 

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan 

strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi baik 

dari sisi permintaan (demand side) maupun sisi penawaran (supply 

side); percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, termasuk di 

dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (decent job) dan 

peningkatan taraf hidup masyarakat sehingga mampu keluar dari 

kemiskinan; percepatan penguatan peranan sektor pertanian dan 



 

 

pariwisata yang ditopang oleh sinergitas lintas sektoral, serta 

penguatan kebijakan afirmatif pemberdayaan industri kecil dan 

menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan 

partisipasi masyarakat. Meningkatkan perekonomian daerah dan 

kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing melalui 

pengembangan kawasan berbasis pertanian, pemberdayaan usaha 

mikro, jasa pariwisata, serta usaha pendukung secara berkelanjutan. 

Selain itu, misi ini juga mencakup upaya-upaya dalam 

merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan 

hidup daerah. Termasuk di dalamnya, upaya peningkatan kualitas air, 

udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi 

berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya 

peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya 

peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan 

penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana. 

b. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat 

yang lebih sejahtera dan mandiri 

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan 

strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih 

sejahtera dan mandiri. Termasuk di dalamnya, peningkatan akses 

masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan 

layananan dasar lainnya yang berkualitas; upaya peningkatan 

pemberdayaan dan perlindungan sosial, upaya peningkatan 

perlindungan  keamanan  dan  ketertiban  umum;  serta  peningkatan  

dukungan terhadap kepemudaan dan pengarusutamaan gender 

(pemberdayaan perempuan dan perlidungan anak. 

c. Reformasi birokrasi  yang  efektif, profesional, akuntabel , dan 

transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, 

dan bersih (good and clean governance) yang berbasis teknologi 

informasi 

Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan 

strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance) yang 

didukung dengan teknologi informasi. Melalui reformasi birokrasi dan 

pelayanan publik yang profesional, aspiratif, partisipatif, dan 

transparan. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan 

budaya kerja yang berorientasi pada   kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat; pemenuhan dan penempatan SDM aparatur daerah yang 

profesional sesuai dengan kompetensinya (the right man on the right 



 

 

place); penguatan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan yang 

efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan 

transparansi; serta penciptaan iklim birokrasi yang bebas dari KKN. 

Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan good and clean 

governance merupakan salah satu bagian dari inisiatif Kabupaten 

Lumajang dalam mendukung implementasi Smart City (Kota Cerdas) 

sampai pada lini desa. Dengan inisiatif ini, teknologi informasi sebagai 

bagian dari Smart City, diharapkan dapat mempercepat proses 

reformasi birokrasi, ketepatan dan akuntabilitas pemerintahan, serta 

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 

pelayanan publik.Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan 

Informatika mengemban misi ke tiga. 

 

3.2  Tujuan dan Sasaran Renja OPD 

A. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang 

sesuai dengan RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan 

Informatika kabupaten Lumajang Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut 

: 

“Meningkatnya penerapan sistem pemerintahan berbasis eletkronik 

(SPBE)” 

B. Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 

Adapun sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan yang sesuai dengan 

RPJMD Kabupaten dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten 

Lumajang Tahun 2018 – 2023 sebagai berikut : 

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis TIK yang 

terpadu; 

Indikator sasaran “Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

TIK yang terpadu“ adalah Persentase PD pengguna sistem elektronik 

yang terpadu dan dihitung dengan formula: 

Jumlah PD pengguna sistem elektronik 

yang terpadu 

Jumlah PD yang ada 

 

Sitem elektronik yang terpadu adalah penyelenggaraan pemerintahan 

yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

memberikan layanan kepada pengguna SPBE antara lain portal 

pengaduan, PPID, portal berita, JDIH, e-Musrenbang, dll. 

  

X 100 % 



 

 

2. Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi publik oleh 

badan publik. 

Indikator sasaran “Meningkatnya implementasi keterbukaan informasi 

publik oleh badan publik“ adalah Persentase Badan Publik yang 

menerapkan standar layanan informasi publik dan dihitung dengan 

formula: 

Jumlah Badan Publik yang menerapkan 

standar layanan informasi publik 

Jumlah Badan Publik 

Badan publik adalah badan publik yang didasarkan pada Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017, yakni Pemerintahan Daerah 

dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan 

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau 

organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan 

masyarakat dan atau luar negeri, misalnya OPD dan Pemerintah Desa. 

Adapun standar layanan informasi publik yang ditetapkan adalah 

sebagaimana Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. 

3.3    Program dan Kegiatan 

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu 

yang akan  dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak 

dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika yaitu : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembanguan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 

Aparatur 

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

OPD/LAKIP 

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi 

Anggaran 

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 

d. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 

X 100 % 



 

 

e. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD 

4. Program Pengelolaan Informasi dan Media Massa 

a. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

b. Kerjasama Informasi dengan Media Massa  

c. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik 

5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai  

a. Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di 

Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/ Pemangku Kepentingan 

6. Program Optimalisasi Pengelolaan Komunikasi Publik 

a. Peningkatan kemitraan komunikasi publik 

b. Pengelolaan media publik 

7. Program Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah 

a. Peningkatan keamanan informasi dan persandian 

8. Program Optimalisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) 

a. Pengelolaaan dan pengembangan informatika 

b. Pemberdayaan informatika 

c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

9. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 

a. Layanan data dan statistik 
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